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Judul Rancangan Qanun :

RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR: ........ TAHUN 2021
TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG

I Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta untuk mengoptimalkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan

Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan
masyarakat Kampung;

Bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pemerintahan Kampung tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan Kampung sehingga perlu

dibuat Peraturan yang baru.

II1.Dasar Hukum

1.

O

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukon Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi
Sumatera Utara;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

-Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan,;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;,
10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;



15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
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Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam

26.

27

M L

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Keuchik di Aceh;

.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun;

Sasaran yang ingin diwujudkan

Kepastian hukum bagi Kampung dalam wurusan penyelenggaraan
Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

. Pokok Pikiran, Lingkup, atau Objek yang akan diatur

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Qanun memuat aspek
filosofis, yuridis, dan sosiologis

Ruang lingkup mencakup :

a. Ketentuan umum;

b. materi yang akan diatur;

c. ketentuan sanksi; dan

d. ketentuan peralihan.

Objek yang akan diatur berisi materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.



V. Jangkauan serta arah pengaturan

Tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik indonesia yang
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

V1. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan

Desa;

M S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat
Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

™ Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Perangkat Desa;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

15.Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

16.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,;



17.Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Keuchik di Aceh;

18.Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
Pemberdayaan Per an Keluarga Berencana




